SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Harga Satuan yang Berbasis
Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat [ Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 6573);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

YANG BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu dan
sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan.

Standar harga adalah penetapan besaran harga barang
sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode
tertentu.

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau
dirupakan dengan uang per satuan jenis barang.

Harga Dasar adalah harga yang diperhitungkan dari biaya
produksi, bahan dan lainnya diluar keuntungan dan pajak.
Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah
harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu
daerah.

Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah
harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium
dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.

Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat
HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non
fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis
komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan
Harga sebagai elemen penyusunannya.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan
daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi
Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Master Data adalah data dasar sebagai data sumber yang
mampu memberikan informasi tambahan mengenai proses
pengelolaan data berikutnya yang akan dilakukan.
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Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian,
yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang
jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna
barang/jasa.

Barang Pakai Habis adalah barang yang tidak tercatat sebagai
modal dan atau aset.

Barang Inventaris adalah barang yang tercatat sebagai modal
dan atau aset.

Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas dan manfaat lainnya.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan (remunerasi)
dan pemberian biaya kepada penerima kerja untuk pekerjaan
atau jasa yang telah dilakukan.

Tenaga Ahli adalah orang yang memliki keahlian/spesialisasi
dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan spesifikasi
tenaga ahli.

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dipasaran akibat
penurunan nilai mata uang atau bertambahnya jumlah mata
uang yang beredar.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja
daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Katalog elektonik atau E-Katalog adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan
harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa
Pemerintah.

Pasal 2

Standar harga satuan yang terdapat dalam Aplikasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah termuat dalam master data yang terdiri
dari:

1. SSH;

2. SBU;

3. ASB; dan
4. HSPK.

SSH, SBU, ASB dan HSPK Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai acuan
bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah (RKBMD) dan RKA SKPD pada APBD
Tahun Anggaran 2021.

SSH, SBU, ASB dan HSPK Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah  Tahun  Anggaran 2021 bertujuan untuk
penyeragaman harga barang dan jasa sesuai kualitas jenis
barang bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
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BAB II
STANDAR HARGA

Pasal 3

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) meliputi standarisasi:

a. Standar Harga Satuan Barang, terdiri dari:
1.

O ®NO U WD

Alat Perlengkapan Kantor;

Alat Tulis Kantor;

Pakaian;

Peralatan Elektronik;

Peralatan dan Aksesoris Komputer;
Pendidikan, Kesenian, dan Olahraga;
Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;
Kelautan dan Perikanan;

Peternakan;

10. Transportasi; dan
11. Infrastruktur dan Pertambangan.

b. Standar Harga Satuan Jasa, terdiri dari:

WO NOORLN=

jasa pengujian parameter lingkungan;
jasa pemetaan foto udara;

jasa kelautan;

jasa tenaga ahli konsultan;

jasa tenaga konstruksi;

jasa tenaga kerja pengeboran;

jasa keahlian spesialis;

jasa kalibrasi gelas kimia;

jasa kalibrasi alat ukur laboratorium;

10. jasa iklan; dan
11.jasa sewa.

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termuat dalam SSH, SBU, ASB, HSPK dalam aplikasi SIPD.

(3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN DAN PENJELASAN TEKNIS

Pasal 4

(1) Harga Barang dan Jasa/Upah diperoleh dari data terpilih
sebagai harga tertinggi.

(2) Dalam perhitungan standarisasi satuan harga barang dan
jasa/upah sudah memperhitungkan:
a. Inflasi;
b. Biaya angkutan; dan
c. Keuntungan.
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Pasal 5

Harga barang dan jasa/upah yang tercantum dalam lampiran
Peraturan Gubernur ini dipergunakan apabila harga barang dan
jasa/upah tidak tercantum dalam E-Katalog yang dikeluarkan
oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6
Pada saat penyusunan RKA untuk penentuan harga barang dan
jasa/upah yang belum tercantum dan/atau sudah tidak sesuai
dengan harga sebagaimana tercantum dalam E-Katalog dan
Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat mereferensi/mengacu
pada daftar harga (price list) yang ditetapkan oleh instansi
dan/atau lembaga pemerintah, produsen, distributor, pabrik,
atau agen resmi yang  berkompeten dan dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua
ketentuan yag mengatur tentang standar harga satuan, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan mulai dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd
FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
<5< KEPALA BIRO HUKUM,

]




